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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR '75 TAHUN 2024 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah 

dan ketentuan Pasal 6 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten 

Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4347); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4 724); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 885); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur Tahun 2023 Nomor 6). 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur; 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat 

daerah pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai 

tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan 

daerah; 

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur; 

6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan 

pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berbentuk 

Dinas. 

(2) Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang penanaman modal clan pelayanan 

terpadu satu pintu kabupaten yaitu DPMPTSP. 
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(3) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan pelayanan 
perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan. 

(4) Pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dibentuk unit pelaksana teknis daerah. 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

TUGASPOKOK 

Pasal 3 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 

satu pintu. 

Bagian Kedua 

FUNGSI 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi: 

(1) penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

(2) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

(3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

( 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu; dan 

(5) pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

Bagian Ketiga 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas. 
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(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

membawahi: 

a. Sekretariat; dan 

b. Kelompok JF. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

terdiri dari 1 (satu) subbagian Umum Dan Kepegawaian clan 

kelompok JF. 

(4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terdiri dari koordinator F dan kelompok JF. 

(5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri 

dari kelompok JF Penanaman Modal clan kelompok JF 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pasal 6 

Ketentuan mengenai fungsi dan bagan struktur organisasi 

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

JABATAN FUNGSIONAL DAN TIM TEKNIS 

Pasal 7 

(1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 

dan ayat (4) terdiri dari jenis JF sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Jenjang dan jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan 

kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis be ban kerja. 

(3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional 

berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. 

(4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak 
dilakukan pelan tikan. 
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Pasal 8 

( 1) Pada kelompok JF yang menyelenggarakan fungsi pelayanan 

terpadu satu pin tu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan 

kebutuhan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan 

non perizinan. 

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan, 

perizinan berusaha dan non perizinan. 

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang 

mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan 

bidangnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal ~9 tc,1~ 2024 

BUPATI OG OMERING ULU TIMUR, 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal ~O A:~\.\ViU.C- 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

JU 

BERITA DAERAH KA UPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 

NOMOR 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KO MERING ULU TIMUR 

NOMOR TAHUN 2024 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU 

FUNGSI DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

I. Pengelompokan Fungsi/Kelompok Jabatan Fungsional 

1) Kelompok JF Substansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana 

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup 

daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah. 

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan 
penanarnan modal lingkup daerah. 

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup 
daerah dengan mem berdayaka n bad an usa ha m elalui penana man 

modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing 
penanaman modal lingkup daerah. 

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategi promos1 
penanaman modal lingkup daerah . 

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar 

negen. 

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promos1 penanaman 

modal. 

g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan 
sektor usaha dan wilayah. 

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal, dan pendampingan hukum. 

1. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan 
peraturan perundang-undangan. 

J. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi 

penanaman modal. 
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k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah 

teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim 

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha. 

1. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, 

pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan 

penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pin tu, menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pelaksanaan pelayanan perizinan, penzman berusaha dan 

nonpenzman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan 

pengolahan data perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan. 

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pengadministrasian pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan 

nonpenzman. 

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan 

perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan. 

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan. 

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan, perizinan berusaha 

dan nonperizinan. 

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat 

daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan, perizinan berusaha 

dan nonperizinan. 

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan 

masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, 

dan pelayanan konsultasi perizinan, perizinan berusaha dan 

nonpenzman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

3) Kelompok JF lainnya berdasarkan kebutuhan, menyelenggarakan fungsi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



II. STRUKTUR ORGANISASI 

KOORDINATOR JF DAN 
KELOMPOKJF 

PENANAMAN MODAL 
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KEPALA DINAS 

SEKRETARIS DINAS 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK JABATAN I 
FUNGSIONAL 

1 

KOORDINATOR JF DAN 
KELOMPOKJF 

PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU 

ERING ULU TIMUR, 

\. 

LANOSIN 


